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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum, perlu meningkatkan peran serta
koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan dalam penyediaan

tenaga listrik;

bahwa untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah di bidang
ketenagalistrikan perlu memberikan peran Pemerintah Daerah

dalam penyediaan tenaga listrik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b serta dalam rangka menciptakan kepastian hukum
dan kepastian berusaha di bidang ketenagalistrikan, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan

dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

3. Undang- ...
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan
dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3394);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK.

“Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394), diubah sebagai

berikut :

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1) Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik dilaksanakan

berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

(2) Menteri menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan
Nasional dengan mempertimbangkan masukan dari

Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(3) Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan
seoptimal mungkin sumber energi primer yang terdapat di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Guna ...
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(4) Guna menjamin ketersediaan energi primer untuk penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum, diprioritaskan

penggunaan sumber energi setempat dengan kewajiban

mengutamakan pemanfaatan sumber energi terbarukan.”

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2A

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dana
pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu
kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana
penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang,
pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, perbatasan antar

negara dan pembangunan listrik perdesaan.”

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pemegang
Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melaksanakan usaha

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

(2) Menteri menetapkan daerah usaha dan/atau bidang usaha

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.”

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5 ...
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“Pasal 5

(1) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik disusun

berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional.

(2) Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan penyediaan tenaga listrik bagi Pemegang Kuasa
Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha

Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum.

(3) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan wajib membuat
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di daerah usahanya

untuk disahkan oleh Menteri.

(4) Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan
Umum yang memiliki daerah usaha wajib membuat Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di daerah usahanya yang
disahkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai
kewenangannya untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi
pemberian izin usaha ketenagalistrikan serta digunakan
sebagai sarana pengawasan berkala atas pelaksanaan kegiatan

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang bersangkutan.

(5) Menteri menetapkan pedoman penyusunan Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik.

(6) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk
Kepentingan Umum tidak membuat dan/atau tidak
melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik,
Menteri, Gubernur, atau Bupati/ Walikota sesuai
kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif
berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penangguhan kegiatan; atau
c. pencabutan izin.”

5. Ketentuan ...
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5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

(1) Sepanjang tidak merugikan kepentingan Negara, Izin Usaha
Ketenagalistrikan diberikan kepada koperasi dan badan usaha
lain untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum atau usaha penyediaan tenaga listrik

untuk kepentingan sendiri.

(2) Badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum meliputi Badan Usaha Milik Daerah,

swasta, swadaya masyarakat dan perorangan.

(3) Badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri meliputi Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat,

perorangan atau lembaga negara lainnya.

(4) I1zin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dikeluarkan oleh:

a. Bupati/Walikota, untuk usaha penyediaan tenaga listrik
baik sarana maupun energi listriknya berada dalam
daerahnya masing-masing yang tidak terhubung ke dalam

Jaringan Transmisi Nasional.

b. Gubernur, untuk usaha penyediaan tenaga listrik lintas
kabupaten atau kota baik sarana maupun energi listriknya
yang tidak terhubung ke dalam Jaringan Transmisi

Nasional.

c. Menteri ...



